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 Penelitian ini mengkaji tentang peran Kaur Perencanaan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan prima di Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten 
Blora. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain naratif, data 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan 
menunjukkan bahwa Kaur Perencanaan memiliki tanggung jawab utama dalam 
menyusun rencana pembangunan dan mengelola data desa, namun sering kali 
dihadapkan pada tugas tambahan yang mengganggu fokus pada tugas 
utamanya. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pelayanan meliputi 
pengembangan kompetensi teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia, kolaborasi dengan perangkat desa lain, serta peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, kendala seperti 
keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan tetap menjadi 
tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan staf, pelatihan 
teknologi, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk 
meningkatkan efektivitas pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik di 
tingkat desa. 
 
Abstract 
This research examines about the role of the Head of Planning in improving the 
quality of service excellence in Sogo Village, Kedungtuban Sub-district, Blora 
District. Using a qualitative approach and narrative design, data was collected 
through interviews, observation, and documentation. The findings show that the 
Kaur Perencanaan has the main responsibility in preparing development plans 
and managing village data, but is often faced with additional tasks that interfere 
with the focus on his main duties. Strategies implemented to improve services 
include developing information technology competencies, increasing human 
resource capacity, collaborating with other village officials, and increasing 
transparency and accountability. However, constraints such as limited resources 
and resistance to change remain a challenge. This study recommends additional 
staff, technology training, and the development of standard operating 
procedures (SOPs) to improve service effectiveness. The results of this study 
are expected to provide insights for the development of public service policies 
at the village level. 
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PENDAHULUAN 
Desa Sogo terletak di Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora yang memiliki 

luas wilayah sekitar 469, 31 hektar dan dihuni oleh 3.509 jiwa. Desa ini memiliki posisi 
yang strategis, yaitu berdekatan dengan Blok Cepu yang berpotensi mendorong 
perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Potensi yang dimiliki Desa Sogo yaitu 
meliputi lahan yang luas yang memungkinkan pengembangan di bidang pertanian, 
peternakan, wisata lokal, serta pembangunan fasilitas perekonomian yang mudah 
dijangkau, seperti pasar, toko, dan koperasi (Magfirona et al., 2024). Untuk 
pemerintahan desa yang berjalan dipimpin oleh kepala desa yang memerlukan 
dukungan dari perangkat desa, termasuk kepala urusan perencanaan atau Kaur 
Perencanaan yang memiliki tugas penting dalam menyusun rencana anggaran dan 
laporan pembangunan. Putri et al. (2023) dalam penelitiannya menjelaskan perangkat 
desa berperan penting dalam pemerintah desa dengan membantu kepala desa dalam 
melaksanakan tugas, memastikan kelancaran pemerintahan, dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 

Setiawati & Tri Aji (2020) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara pemerintah dengan yang 
diperintah, hubungan ini tidak terlepas dari suatu proses penyelenggaraan 
pemerintahan yang benar-benar menunjukkan suatu tanggung jawab besar terhadap 
masyarakat yang dipimpinnya. Namun dalam kenyataannya, Kaur Perencanaan di Desa 
Sogo sering mendapatkan tugas di luar kewajibannya, seperti pelayanan publik dan 
administrasi. Hal ini disebabkan oleh kekosongan jabatan di Kasi Pelayanan dan 
kurangnya penguasaan teknologi di kalangan perangkat desa lainnya. Sehingga dapat 
berpotensi mengganggu kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada 
masyarakat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidyanto et al. 
(2021) yang menyatakan bahwa masih banyak kekosongan jabatan dan masih 
ditemukannya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya. 

Pelayanan prima di pemerintahan desa layanan publik harus diproses sesuai 
tahapan, prosedur, dan transparan untuk mencapai kepuasan sesuai visi organisasi 
(Ediwijoyo, et al., 2023). Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu 
pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keputusan (Setiawati & Tri Aji, 2020). 
Pelayanan prima merupakan standar kualitas dalam pelayanan publik, namun menjadi 
terancam karena ketidaksesuaian pembagian tugas dan tanggung jawab. Oleh karena 
itu penting untuk melakukan analisis dan penyesuaian dalam struktur organisasi supaya 
setiap pegawai memahami perannya dan dapat memberikan kontribusi secara 
maksimal. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa, 
terungkap bahwa kinerja Kaur Perencanaan belum optimal, sehingga mempengaruhi 
kualitas pelayanan di Desa Sogo. Kepala Desa Sogo menyatakan bahwa, “Kami 
menyadari bahwa Kaur Perencanaan sering kali harus menerima pekerjaan tambahan 
yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lain. Ini bukan hanya karena kekosongan 
jabatan, melainkan saya percaya bahwa Kaur Perencanaan dengan anggota yang masih 
terbilang muda lebih memiliki kemampuan dibidang teknologi”. 

Sementara itu, perangkat desa lain Kasi Kesejahteraan menyampaikan bahwa 
“Kaur Perencanaan di Desa Sogo memang sering menerima tugas tambahan di luar 
tanggung jawabnya. Kekosongan jabatan Kasi Pelayanan menjadi penyebab utama 
beban kerja Kaur Perencanaan meningkat, sehingga kelelahan yang mempengaruhi 
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pelaksanaan tugas utamanya”. Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara dengan 
perangkat desa lain yang mengungkapkan, “Kami semua ingin memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat, namun dengan pembagian tugas yang tidak sesuai, kami 
merasa kesulitan. Kami perlu dukungan dan pelatihan agar bisa menjalankan tugas 
kami dengan baik”. 

Berjalannya pelayanan publik yang baik akan menjadi citra positif bagi masyarakat 
karena kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada 
masyarakat sekaligus memenuhi fungsi dasar dari pemerintah karena pemerintahan 
ada dan diadakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Pratama 
et al., 2024). Namun sejalan dengan pernyataan di atas penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi strategi Kaur Perencanaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
prima di desa. Harapannya hasil penelitian ini dapat memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap pelayanan di Desa Sogo, serta dapat meningkatkan tanggung 
jawab aparatur desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 
 
METODE 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, 
Kabupaten Blora. Lokasi ini dipilih karena masih banyak masalah terkait tugas dan 
fungsi Kaur Perencanaan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Hal ini menjadi 
perhatian utama karena Kaur Perencanaan yang seharusnya memiliki peran strategis 
dalam merencanakan dan mengelola pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu Desa 
Sogo menghadapi banyak tantangan yang sering kali muncul dalam pengelolaan 
pelayanan publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika hubungan 
antara perangkat desa. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 
desain naratif. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 
deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme 
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti 
sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
daripada generalisasi. Melalui desain naratif, peneliti dapat menyusun cerita atau narasi 
yang mencerminkan realitas yang dialami oleh subjek penelitian, sehingga memberikan 
pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan 
pelayanan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 
lewat dokumen (Sugiyono, 2020). Pengumpulan data primer dilakukan melalui 
beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji kredibilitas data 
dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan memeriksa data dari 
berbagai sumber seperti hasil wawancara, arsip, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). 
Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara: 1) Pengumpulan data, pada 
tahap ini data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2) Reduksi 
data, pada tahap ini dilakukan pemilihan mengenai relevan atau tidaknya data dengan 
tujuan penelitian. 3) Display data, peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan 
data sesuai permasalahan. 4) Penarikan kesimpulan, kesimpulan dilakukan dengan 
membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung 
dalam konsep dasar penelitian (Miles & Saldana, 2014). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL PENELITIAN 
Peran dan Tugas Kaur Perencanaan di Desa Sogo 

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 yang mengatur 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kaur Perencanaan berfungsi 
sebagai unsur staf sekretariat yang membantu sekretaris desa dalam urusan 
administrasi pemerintahan. Tanggung jawab Kaur Perencanaan antara lain yaitu 
menyusun rencana Pembangunan desa, mengelola data dan informasi, serta evaluasi 
program dan kegiatan desa. Oleh karena itu perannya menjadi sangat penting dalam 
menyokong fungsi perencanaan dan pengembangan di tingkat desa sesuai dengan 
peraturan yang berlaku (Fatiya Diana Wulandari Putri et al., 2023). Namun dalam 
praktiknya Kaur Perencanaan di Desa Sogo sering diberi tugas tambahan di luar 
tanggung jawabnya, seperti melayani kebutuhan pembuatan Kartu Keluarga, KTP, akta 
kelahiran, dan pengarsipan aset desa. Meskipun menunjukkan fleksibilitas, penugasan 
ini dapat mempengaruhi fokus dan kualitas pelaksanaan tugas utama Kaur 
Perencanaan. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal dan 
implementasi di lapangan yang perlu segera di atasi. Beban kerja yang berlebihan dapat 
berdampak pada efektivitas perencanaan Pembangunan desa yang merupakan tugas 
utama Kaur Perencanaan. Oleh karena itu perlu penataan ulang pembagian tugas dan 
penempatan perangkat desa yang tepat sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi 
yang telah ditetapkan dalam Permendagri 84 tahun 2015. Dengan penataan yang baik, 
setiap perangkat desa akan memiliki kejelasan dalam tugas dan tanggung jawabnya, 
sehingga mereka dapat menjalankan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini 
sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa berkontribusi secara 
maksimal demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi 
dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan 
membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. 
 
Strategi Kaur Perencanaan dalam Meningkatkan Pelayanan Prima 

Penerapan strategi yang dilakukan oleh Kaur Perencanaan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan prima di Desa Sogo, antara lain: (1) Pengembangan kompetensi 
dalam teknologi informasi menjadi sangat penting dalam era digital saat ini. 
Penggunaan teknologi informasi tidak hanya dapat mempercepat proses administrasi, 
tetapi juga meningkatkan akurasi dan keandalan data yang dikelola oleh pemerintah 
desa. Dengan memanfaatkan teknologi, Desa Sogo dapat mengoptimalkan berbagai 
proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan, sehingga informasi yang 
dihasilkan lebih tepat waktu dan relevan. Salah satu contoh konkret dari pemanfaatan 
teknologi informasi adalah penggunaan platform media sosial seperti Instagram. 

Melalui Instagram, Desa Sogo dapat membagikan berbagai informasi dan 
pembaruan terkait program-program desa secara langsung kepada masyarakat. Ini 
tidak hanya memudahkan akses informasi bagi warga, tetapi juga menciptakan interaksi 
yang lebih dinamis antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan cara ini, 
masyarakat dapat lebih terlibat dan mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan 
dan inisiatif yang sedang berlangsung di desa. Selain itu, penggunaan media sosial juga 
dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, sehingga 
pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan warganya. 
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Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa contoh postingan yang telah dibagikan 
oleh Desa Sogo, yang mencerminkan komitmen mereka dalam meningkatkan 
transparansi dan keterlibatan masyarakat melalui teknologi informasi: 

 
Gambar 1. Platform Instagram Desa Sogo 

 
(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu cara yang efektif 

untuk mencapai hal ini adalah melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang 
berfokus pada perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Program pelatihan ini 
dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh 
perangkat desa agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka 
dengan lebih baik. Dengan meningkatkan kompetensi SDM, diharapkan para anggota 
perangkat desa dapat memberikan pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga berpotensi untuk memperkuat 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena mereka akan merasakan 
langsung dampak positif dari pelayanan yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat 
bahwa pemerintah desa mampu merespons kebutuhan mereka dengan efektif, 
partisipasi mereka dalam proses pembangunan akan meningkat. Hal ini menciptakan 
siklus positif di mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya menjadi 
lebih aktif, tetapi juga lebih konstruktif, sehingga mendorong terciptanya desa yang 
lebih maju dan berdaya saing. 

 
Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek 
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(3) Kolaborasi dengan perangkat desa lain. Dalam rangka peningkatan efisiensi 
kerja, Kaur Perencanaan dapat bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk 
membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional sesuai keahlian dan kapasitas 
masing-masing anggota perangkat desa. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban 
kerja yang berlebihan pada Kaur Perencanaan, tetapi juga mempercepat penyelesaian 
berbagai tugas dan program yang sedang berjalan. 

Selain itu adanya kolaborasi ini, potensi sumber daya yang ada dapat 
dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran proses perencanaan dan 
pelaksanaan program desa. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pertukaran ide 
dan solusi kreatif, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus 
ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama antarperangkat desa 
menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, 
efisien, dan responsif. 

 
Gambar 3. Rapat pelaksanaan program kerjasama 

 
(4) Peningkatan transparasi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam 

pelayanan prima yaitu transparasi. Kaur Perencanaan dapat menyusun laporan dan 
menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah desa 
dan media komunikasi lainnya. Adapun contohnya yaitu pada postingan di Instagram 
Desa Sogo dan informasi yang disediakan di kantor desa yang dapat menjadi sarana 
efektif untuk menyampaikan laporan dan informasi secara terbuka kepada masyarakat, 
sehingga partisipasi mereka dalam masyarakat desa dapat meningkat. 

 
Gambar 4. Informasi APBDes 2022 di kantor Desa Sogo 
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Gambar 5. Postingan informasi APBDes 2023 di Instagram Desa Sogo 

 
Kendala dan Tantangan yang Dihadapi 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kaur Perencanaan Desa Sogo dalam 
menyusun strategi yang sudah dirancang yaitu pertama, keterbatasan sumber daya. 
Minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang perencanaan dan 
pengelolaan publik, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan strategi yang telah 
dirancang. Menurut Afrizal et al. (2022), digitalisasi dalam pemerintahan desa merujuk 
pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi serta 
pelayanan publik di tingkat desa. Sakistia et al. (2022) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa SDM menjadi kunci menghadapi era ekonomi digital yang tengah berlangsung 
saat ini. Namun kenyataannya masih banyak anggota desa yang masih banyak belum 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung program-
program yang diusulkan, sehingga mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreativitas 
dalam pelayanan. Selain itu, terbatasnya jumlah anggota desa yang dapat dilibatkan 
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan juga mengurangi kapasitas untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menciptakan tantangan dalam 
mengoptimalkan potensi yang ada dan memerlukan perhatian lebih untuk 
meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa. Oleh karena itu pelatihan dan 
pengembangan kapasitas bagi anggota desa menjadi penting untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan program-program yang 
di rencanakan. 

Kedua, beban kerja yang beragam. Kaur Perencanaan sering kali diberi tugas 
tambahan di luar tanggung jawabnya. Tugas tambahan ini dapat berupa administrasi, 
pengorganisasian acara, atau kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan 
perencanaan. Hal ini berakibat fokus Kaur Perencanaan terhadap tugas utama mereka 
dalam menyusun dan melaksanakan strategi pelayanan menjadi terganggu. Beban 
kerja yang berlebihan ini tidak hanya mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan strategi, 
tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada gilirannya berdampak 
negatif pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun untuk 
jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas, 
sehingga penting untuk melakukan evaluasi dan pembagian ulang tugas supaya Kaur 
Perencanaan dapat lebih fokus pada peran strategis mereka masing-masing. 

Ketiga, riesistensi perubahan. Masyarakat dan perangkat desa lainnya kurang 
mendukung perubahan yang diterapkan oleh Kaur Perencanaan, karena perubahan 
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tersebut dianggap mengganggu kebiasaan yang sudah ada. Ketidakpastian mengenai 
manfaat dari perubahan yang diusulkan dapat menimbulkan ketakutan dan penolakan 
di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang 
lebih inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan 
dan pelaksanaan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka dapat 
memahami dan merasakan manfaat dari perubahan yang diterapkan, sehingga 
dukungan terhadap strategi pelayanan dapat meningkat. Selain itu, komunikasi yang 
efektif dan transparan mengenai tujuan dan manfaat perubahan juga sangat penting 
untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian di kalangan 
masyarakat. 

 
PEMBAHASAN 

Strategi yang diterapkan oleh Kaur Perencanaan dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan prima di Pemerintahan Desa Sogo merupakan elemen kunci dalam 
menciptakan tata kelola desa yang efektif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Salah satu pendekatan strategis yang digunakan adalah penerapan 
perencanaan partisipatif, di mana masyarakat secara aktif dilibatkan dalam 
musyawarah desa guna menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan (Putra, 
2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi program kerja desa, tetapi 
juga mendorong rasa memiliki dari masyarakat terhadap hasil pembangunan (Abreu et 
al., 2021). 

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan desa turut 
menjadi bagian dari strategi Kaur Perencanaan. Digitalisasi proses perencanaan melalui 
aplikasi e-Planning dan Sistem Informasi Desa (SID) memungkinkan transparansi yang 
lebih tinggi, efisiensi penyusunan dokumen, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan 
publik (Kumar et al., 2014). Hal ini sejalan dengan gagasan tentang tata kelola desa 
berbasis teknologi digital dan ekologi hijau yang meningkatkan keterlibatan masyarakat 
sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Lv & Shi, 2023). 

Kaur Perencanaan juga mengembangkan model kolaboratif dalam penyusunan 
perencanaan dengan melibatkan lembaga desa lain seperti BPD, tokoh masyarakat, 
serta pihak swasta atau LSM. Pendekatan collaborative governance ini memperkuat 
sinergi antar pemangku kepentingan dan memungkinkan inovasi dalam pelayanan 
publik (Zhang & Zhang, 2020). Dalam praktiknya, kolaborasi semacam ini terbukti 
mempercepat pencapaian pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Fortuito 
et al., 2016). 

Lebih jauh, penerapan Village Expansion Model juga relevan sebagai pendekatan 
strategis untuk meningkatkan pelayanan di desa. Model ini menekankan pada 
keterpaduan antara aspek objektif (seperti ketersediaan infrastruktur), subjektif 
(kepuasan masyarakat), dan psikologis (motivasi aparatur) yang secara keseluruhan 
memperkuat tata kelola dan pelayanan (Hidayat et al., 2024). Penelitian lain juga 
menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
desa dalam menyesuaikan perencanaan dengan karakteristik geografis dan 
sosiokultural lokal (Chen et al., 2021).  

Strategi Kaur Perencanaan di Desa Sogo mencerminkan pendekatan yang holistik, 
adaptif, dan berbasis kolaborasi. Perencanaan yang mengintegrasikan partisipasi 
masyarakat, teknologi digital, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola kolaboratif akan 
mendorong pelayanan desa yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepuasan 
masyarakat. Strategi ini sejalan dengan praktik global dalam pengelolaan desa cerdas 
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(smart village) yang mengedepankan inovasi dan inklusivitas dalam pelayanan publik 
(Zhang & Zhang, 2020). 
 
KESIMPULAN 

Kaur Perencanaan di Desa Sogo memiliki peran penting dalam menyusun rencana 
pembangunan, mengelola data, dan melakukan evaluasi program, meskipun sering kali 
diberikan tugas tambahan di luar tanggung jawabnya. Adapun tugas Kaur Perencanaan 
dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima, seperti 
pengembangan kompetensi teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia, 
kolaborasi dengan perangkat desa lain, dan peningkatan transparansi serta 
akuntabilitas. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang 
beragam, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi tantangan. Solusi yang 
telah diterapkan yaitu, penambahan staf desa, pelatihan teknologi untuk perangkat 
desa, dan penyusunan SOP yang jelas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 
pelayanan dan mendukung Kaur Perencanaan dalam menjalankan tugasnya secara 
optimal, sehingga berkontribusi pada pembangunan Desa Sogo yang lebih baik. 
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